


14

Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta
aturan pelaksanaannya.

Tanpa jasa timbal atau kontrasepsi dari negara yang secara langsung dapat
ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontrasepsi
individual oleh pemerintah.

Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Subjek Pajak

Dalam pelaksanaan fungsinya pajak juga memiliki standarisasi persyaratan

dalam menentukan subjek pajaknya. Subjek pajak dapat dibedakan menjadi 2

(dua) yaitu, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Pengertian

dan penjabaran subjek pajak dalam negeri dan luar negeri yang dijabarkan

berdasarkan Pasal 2 Undang — undang Republik Indonesia Nomor Nomor 36

Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang — Undang Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan adalah:

1.

Yang menjadi subjek pajak adalah :
a. 1) Orang pribadi;
2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang
berhak;
b. Badan;

c. Bentuk usaha tetap.
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2. Subjek pajak yang terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak
luar negeri.
3. Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah:

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang
berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu
tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat
tinggal di Indonesia;

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit
tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :

1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang -
undangan;

2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat dan
pemerintah Daerah;

4) dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional
negara;

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang
berhak

4. Yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah:
a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)
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hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, badan yang tidak didirikan
dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di
Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan, badan yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh
penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan

kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh

orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan

tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

a.

b.

Tempat kedudukan manajemen.
Cabang perusahaan.

Kantor perwakilan.

. Gedung kantor.

Pabrik.

Bengkel.

. Gudang.

. Ruang untuk promosi dan penjualan.
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i. Pertambangan dan penggalian sumber alam.

j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi.

k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan.

I. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan.

m.Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain,
sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu
12 (dua belas) bulan.

n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak
bebas.

0. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau
menanggung risiko di Indonesia; dan

p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa,
atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk
menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

6. Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh

Direktorat Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

2.1.3 Penyuluhan Pajak

Menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam surat edaran no SE-98/PJ/2011
pengertian dari penyuluhan perpajakan adalah :

“Suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk

menghasilkan  perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap
masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non
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pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi
dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.”

Agar sistem self assessment ini dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan
suatu prasyarat bahwa masyarakat WP harus memiliki pengetahuan dan
pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban perpajakannya sehingga mereka
mampu dibebani tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pajak secara
mandiri.Untuk itu DJP bertugas selaku administratur pajak adalah melakukan
pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi.
Pembinaan secara spesifik disebutkan dilakukan melalui pemberian penyuluhan
pengetahuan perpajakan baik melalui media massa maupun penerangan langsung

dalam masyarakat (www.pajak.go.id,2012).

Untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak, pada tahun
2015 pemerintah mengadakan Perancangan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015.
Selama Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, Ditjen Pajak memberikan
kesempatan seluas-luasnya dan mendorong Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri
untuk mendapatkan NPWP, menyampaikan SPT, membetulkan SPT serta
melakukan pembayaran pajak. Ditjen Pajak akan menghapus sanksi administrasi
berupa bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajaknya

(Direktorat Jenderal Pajak,2015).

2.1.4 Biaya Kepatuhan (Cost Compliance)
Menurut Safri Nurmantu (2005:160) salah satu faktor yang juga ikut
menentukan tinggi rendahnya kepatuhan adalah besarnya biaya-biaya yang

dikeluarkan oleh wajib pajak, yang dalam literatur disebut compliance cost.
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Sedangkan biaya yang dikeluarkan fiskus dalam rangka pelaksanaan fungsi-
fungsinya disebut dengan administrative cost.

Isu tentang compliance cost dan administrative cost dianggap sangat
penting, karena IFA (International Fiscal Association) dalam kongres XLIII tahun
1989 di Rio De Janeiro mengangkat administrative cost dan compliance cost of
taxation sebagai salah satu tema utama.

Dalam laporan kongres IFA, Cedric Sandford mempunyai pemahaman
bahwa cost of taxation dibagi menjadi tiga yakni:

1. Sacrifice of Income
Pengorbanan wajib pajak menggunakan sebagian penghasilan atau
harta/fuangnya untuk membayar pajak itu.

2. Distortion cost

Biaya yang timbul sebagai akibat perubahan-perubahan dalam proses

produksi dan faktor produksi karena adanya pajak tersebut, yang ada

gilirannya akan merubah pola perilaku ekonomi.
3. Running cost

Biaya-biaya yang tidak akan ada jika sistem perpajakan tidak ada baik

bagi pemerintah maupun bagi individu. Biaya ini disebut juga ‘“tax

operating cost” yang dibagi menjadi biaya untuk sektor publik dan sektor
swasta/privat. Biaya tersebut antara lain :

a. Administrative cost

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh sektor publik dalam hal ini

pemerintah negara.
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b. Compliance cost

Biaya-biaya yang dikeluakan oleh wajib pajak dalam rangka

memenuhi  kewajiban perpajakannya atau biaya kepatuhan.

Compliance cost dibagi menjadi tiga macam, yakni:

a)  Direct money cost
Pembayaran kepada konsultan pajak, akuntan, dan biaya
perjalanan pulang pergi ke kantor pos dan atau ke bank tempat
penyetoran pajak.

b)  Time cost
Waktu yang terpakai oleh wajib pajak dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya, mulai dari waktu yang terpakai untuk
membaca formulir SPT dan buku petunjuknya, waktu untuk
berkonsultasi dengan akuntan dan konsultan pajak untuk
mengisi SPT, serta waktu yang terpakai untuk pergi dan pulang
ke kantor pajak.

c)  Psychic cost
Rasa stres dan berbagai rasa takut atau cemas karena melakukan
tax evation. Hal ini pun termasuk rasa cemas dan rasa
keingintahuan wajib pajak timbul pada saat-saat menunggu hasil
pemeriksaan atau hasil pengajuan keberatan atau banding (Safri
Nurmantu, 2005:161).

Menurut Suci Lestari Hakam (2009:34) dalam tesisnya mengatakan bahwa

apabila pejabat bewenang perpajakan mengganti sistem/aturan perpajakan maka
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akan berakibat meningkatnya compliance cost karena wajib pajak/agen pajak

harus mengeluarkan biaya untuk belajar aturan/sistem yang baru.

2.1.5 Theory of Planned Behavior (TPB)

Ada beberapa teori perilaku yang telah digunakan untuk meramalkan
tentang keterlibatan, keikutsertaan, kontribusi, pencapaian, ogranisasional
kewarganegaraan, inovasi, serta konsep-konsep lain tentang perilaku individu.
Theory of Planned Behavior (TPB) adalah salah satu model psikologi sosial
yang paling sering digunakan untuk meramalkan perilaku, dan Theory of
Planned Behavior (TPB) dirancang untuk meramalkan dan menjelaskan tingkah
laku manusia dalam konteks yang spesifik.Theory of Planned Behavior (TPB)
merupakan niat individu untuk melaksanakan perilaku tertentu. Niat diasumsikan
untuk menangkap faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku, yang
mengindikasikan seberapa kuat keinginan orang untuk mencoba, atau seberapa
besar usaha yang dilakukan dalam rangka melaksanakan suatu perilaku. Pada
umumnya semakin kuat niat untuk melakukan sesuatu, maka semakin
memungkinkan untuk pencapaian perilaku (lcek Ajzen, 1991).

Theory of planned behavior (TPB) yang telah dikembangkan oleh Icek
Ajzen (1988) merupakan pengembangan atas theory of reasoned action
(TRA) yang dirancang untuk berhubungan dengan perilaku-perilaku individu.
Di dalam TPB ditambahkan sebuah variabel yang belum diterapkan pada
TRA vyaitu kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (perceived behavioral

control). Secara eksplisit, TPB mengenal kemungkinan bahwa tidak semua
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perilaku dilakukan secara penuh dibawah kendali individu maupun kelompok,
sehingga konsep kontrol perilaku yang dipersepsikan ditambahkan  untuk
mengatasi perilaku-perilaku semacam ini. Apabila semua perilaku dapat
dikendalikan secara penuh oleh individu maupun kelompok, dimana kontrol
perilaku (behavioral control) mendekati maksimum, maka TPB kembali
menjadi TRA.

Penting untuk diketahui bahwa TPB tidak secara langsung
berhubungan dengan  jumlah atas kontrol yang sebenarnya dimiliki oleh
seseorang. Namun, teori ini lebih  menekankan pengaruh-pengaruh yang mungkin
dari kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam pencapaian tujuan-tujuan atas
sebuah perilaku. Jika niat-niat menunjukkan keinginan seseorang untuk mencoba
melakukan perilaku tertentu, kontrol yang dipersepsikan lebih kepada
mempertimbangkan hal-hal realistik yang mungkin terjadi.Secara skematik TPB

dapat dijelaskan sebagaimana pada gambar 2.1.
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Gambar 2.1
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